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BUPATI PANGANDARAN 
 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 
NOMOR  2  TAHUN  2014 
LAMPIRAN : 4 (EMPAT) 

 
TENTANG 

 

 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2014 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PANGANDARAN, 
   

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati   
Pangandaran Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,  

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBD; 

b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 
  6. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia  Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah,  terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

  8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5049); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4389); 

  10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2012 
Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5363); 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Nomor 5155);  

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
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  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
  16. Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan              
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219);    

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272);  
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  25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

  26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua  atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah; 
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 
  35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 

Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran; 
  36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 

Tentang Organisasi dan Tatakerja Organisasi Perangkat 
Daerah  Kabupaten Pangandaran; 

  37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2014. 
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MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG  PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2014. 

 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 

terdiri   atas : 
1. Pendapatan   
 a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 22.499.229.596,00 

 b. Dana Perimbangan Rp. 399.283.281.951,00 
 c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 

Rp. 66.865.134.760,00 

  Jumlah Pendapatan Rp. 488.647.646.307,00 

     
2. Belanja   
 a. Belanja Tidak Langsung   

  1) Belanja Pegawai Rp. 277.467.243.517,00 
  2) Belanja Hibah Rp. 6.877.999.974,00 
  3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.573.652.000,00 

  4) Belanja Bagi Hasil Rp. 5.889.566.156,00 
  5) Belanja Bantuan 

Keuangan 

Rp. 36.492.569.000,00 

  6) Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,00 

   Rp. 336.301.030.647,00 
 b. Belanja Langsung   
  1) Belanja Pegawai Rp. 27.424.511.425,00 

  2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 55.496.296.234,00 
  3) Belanja Modal Rp. 58.237.428.963,00 

  Jumlah Belanja Rp. 141.158.236.622,00 

  Surplus/Defisit Rp. 11.188.379.038,00 

     
3. Pembiayaan :   
 a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 666.898.203,00 

 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 11.855.277.241,00 

   Pembiayaan Netto Rp. (11.188.379.038,00) 

     
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan 

 0,00 

 
Pasal 2 

 
Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :   

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD; 
2. Lampiran Ia : Ringkasan Penjabaran APBD berdasarkan 

Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
3. Lampiran II :  Penjabaran APBD; 
4. Lampiran III : Daftar Nama, Alamat dan Besaran alokasi Hibah 

yang diterima; 
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5. Lampiran IV  : Daftar Nama, Alamat dan Besaran alokasi 

Bantuan Sosial  yang diterima. 
 

Pasal 3 

 
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

 
Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pangandaran. 

 
 

Ditetapkan di Parigi 
pada tanggal 22 Januari 2014 
 

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN, 
 

Ttd/Cap 

 
 

        H. ENDJANG  NAFFANDY 
 
Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 22 Januari 2014 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
 
 

                      Ttd/Cap 
 
           M A H M U D 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
TAHUN  2014 NOMOR 02 

 

 


